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BUPATIBENGKULUTENGAH 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH 
NOMOR 9 TAHUN 2021 

TENTANG 
STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2021 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU TENGAH, 

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sebagai acuan 
pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan 
penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 
2021; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
6); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK-07 /2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
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Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1633); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 
tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Juran 
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1802); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran daerah 
Kabupaten Bengkulu tengah Tahun 2020 Nomor 17). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATJ TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA 
TAHUN 2021. 

Pasal 1 

Standar biaya umum desa adalah satuan biaya yang 
ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas 
tertinggi anggaran yang digunakan pemerintah desa dalam 
penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 

Pasal 2 
Standar biaya umum desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 
1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
{l) Standar biaya umum desa yang diatur dalam Peraturan 

Bupati ini meliputi : 
a. honorarium panitia pelaksana kegiatan penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 
Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rencana Anggaran 
Biaya Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Pemerintah Desa, Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa dan Jnformasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. honorarium tim pemilihan PAW kepala 
desa/perangkat desa/BPD; 

c. honorarium panitia pelaksana kegiatan non 
konstruksi; 

d. honorarium tim pelaksana kegiatan konstruksi 
barang dan jasa; 

e. honoarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Desa (PKPKD); 

f. honorarium Pelaksana Pengelolan Keuangan Desa 
(PPKD); 

g. Juran BPJS Ketenagakerjaan; f h. Iuran BPJS Kesehatan; 7 
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i. biaya jasa konsultan kegiatan konstruksi (tidak 
sederhana dan risiko tinggi); 

j. honorarium narasumber/ pengajar sosialisasi, 
pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dan 
lain-lain; 

k. honor /insentif kader kelembagaan desa; 
1. Insentif perangkat keagamaan / syara; 
m. biaya perjalanan dinas; 
n. biaya makan minum rapat. 

(2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber 
dari: 
a. alokasi dana desa; 
b. dana desa; 
C. pbh; 
d. hasil usaha desa; 
e. hasil aset desa; 
f. pendapatan asli desa; dan/ atau 
g. bantuan keuangan provinsi; 
h. bantuan keuangan kabupaten/kota. 

Pasal 4 

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa dilaksanakan dengan mengacu pada standar 
biaya umum desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa. 

Pasal 5 

Dalam hal terdapat mata anggaran belanja desa yang belum 
ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan dan 
pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan 
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai standar biaya umum daerah. 

Pasal 6 

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini Maka Peraturan 
Bupati Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang 
Standar Biaya Umum Desa Tahun 2020 dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Diundangkan di Karang Tinggi 
pada tanggal I~ f:d.?N>an 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, 

M. EDY HERMANSYAH 

Ditetapkan di Karang Tinggi 
pada tanggal I~ f&>N°'~ 2021 

/ BUPATI BENGKULU TENGAH,t. 

tH. FERRY RAMU f 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR g 
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Lampiran Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor Tahun 
2021 
Nomor - 9 Tahun 2021 
Tanggal fli\ F'ck,("t}ol I'\ 2021 
Tentang TENTANG STANDAR BIAVA UMUM 

DESATAHUN 2021 

STANOAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANOGARAN 2021 

NAMA RINCIAN SUMBER DANA SATUAN HARGA KET 

l 2 3 4 5 6 

Besaran uang honorarium/Jnsentif dihitung perkegiatan ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut dan disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan desa: 

Honorarium Panitia yang ditetapkan dengan SK Kepala Oesa 

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peeyusunan RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa, LKPJOeaa, l,PPDeaa dan Jl,PPDeaa 

Kepala Oeaa Pembina Orang/Bulan 400.000 f 

Sekdes Ketua Orang/Bulan 300.000 

ADD/DD Per Kegiatan 
Kaur Sekretaris Orang/Bulan 250.000 

Perencanaan 

Anggota Orang/Bulan 200.000 

Honorarium Tim Pemilihan PAW Kades/Perangkat Desa/BPD 

Kepala Desa Penanggungjawab Orang/Bulan 400.000 

Sekdes Ketua Orang/Bulan 300.000 

ADD/PBH Per Kegiatan 

Kasi/Kaur Sekretaris Orang/Bulan 250.000 

Anggota Orang/Bulan 200.000 

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non Konstruksi 

Kepala Oesa Penanggung jawab Orang/ Bulan 400.000 

Sekdes Ketua Orang/Bulan 300.000 

DD/ADD Per Kegiatan 

Kasi/Kaur Sekretaris Orang/Bulan 250.000 

Anggota Orang/Bulan 200.000 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi Bai-ang dan Jasa 

Ketua Orang/ Kegiatan 350.000 

Sekretaris 
Nilai Pagu Kegiatan lebih dari Rp50 

DD Orang/ Kegiatan 300.000 
Juta sampai dengan Rp 200 Juta 

Anggota Orang/Kegiatan 250.000 

Ketua Orang/ Kegiatan 450.000 

Sekretaris 
Nilai Pagu Kegiatan lebih dari Rp200 

OD Orang/ Kegiatan 400.000 
Juta 

Anggota Orang/Kegiatan 350.000 
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Booorubam Pemepnc Ke~ hqelolaan Keaanpn DNa (PKPKDI 

Ditetapkan 
Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta Orang/Bulan 600.000 denganSK 

Kepela Desa dan 

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Jut.a s/d besaran 
Orang/Bulan 850.000 honorarium 

Pemegang Rp. 250Juta 
beroasarkan 

Kekuasaan Nilai pagu dana di at.as Rp. 250 Jut.a a/d total pagu 
Pengelolaan DD/PAD Orang/Bulan 1.000.000 

Rp. 500juta anggaranyang 
Keuangan Desa dikelola selama 

(Kepala Dcsa) Nilai pagu dana di ams Rp. 500 Juta s/d Orang/Bulan 1.200.000 satu tahun 
Rp. 1 Millar anggaran 

Nilai pagu dana dl at.as Rp. 1 Millar s.d 2.5 Orang/Bulan 1.360.000 
Miliar 

Booorarllllll Pelaaaaa Peaa,elolaan Keaanpn DNa (Pt'lml 

Ditetapkan 
NIia! pagu dena s/d Rp. 100 Juta Orang/Bulan 350.000 dengan SK 

Kepela Desa dan 

Nilai pagu dana dl atas Rp. 100 Jut.a s/d besaran 

Rp. 250Juta 
Orang/Bulan 410.000 honorarium 

berda:larkan 
Koordinator PPKD Nilai pagu dana di at.as Rp. 250 Jut.a a/d 

DD/PAD Orang/Bulan 500.000 
total pegu 

(Sekretaris Desa) Rp. 500juta anggaran yang 
dikelola selama 

Nilai pagu dana di Stas Rp 500 Juta a/d 
Orang/Bulan 560.000 satu tahun 

Rp. 1 Millar anggaran 

- Nilai pagu dana di alas Rp. I Millar s.d 2.5 
Orang/Bulan 654.000 Miliar 

Besaran 
Nilai pagu dana a/d Rp. 100 Jut.a Orang/Bulan 300.000 honorarium 

untuk Pelaksana 

Nilai pagu dana di etas Rp. 100 Jut.a a/d 
Orang/Bulan 350.000 

Kegiatan 
Pclaksana Rp. 250Juta disesuaikan 
Kegia.tan denpnlama 

Anggara.n (Kepela Nilal pagu danadl ataa Rp. 250 Juta a/d 
DD/PAD Orang/Bulan 400.000 

pelakaanaan 
Seksi/Kepala Rp. SOOjuta kegiatan dan 
Urusan selain total pegu 

Kaur Keuangan) Nilai pagu dana di ataa Rp. 500 Juta s/d 
Orang/Bulan 450.000 anggaran 

Rp. 1 Millar kegjatan yang 
dikelola oleh 

Nilai pagu dana di at.as Rp. 1 Miliar s.d 2.5 
Orang/Bulan 500.000 masing-masing 

Millar Kaai/Kaur 

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Jut.a a/d Beaaran 

Rp. 250Juta 
Orang/Bulan 390.000 honorarium 

berdasarkan 

Nilai pagu dana di ataa Rp. 250 Jut.a s/d 
Orang/Bulan 425.000 

total pagu 
Bendahara Desa Rp. SOOjuta anggaran yang 
(Kepela Uruaan DD/PAD dikelola selama 

Keuangan) Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Jut.a a/d 
Orang/Bulan 525.000 

satu tahun 
Rp. 1 Millar anggaran 

- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Millar s.d 2.5 
Orang/Bulan 600.000 

Millar 

Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Keselamatan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM) 

Kepala Desa 0.54% x Penghasilan Tetap Orang/Bulan 

Sekdes 0.54% x Penghasilan Tetap ADD Orang/Bulan Per Bulan 

Kaur/Kasi/ 0.54% x Penghaailan Tetap Orang/Bulan 
Kadun 

Iuran BPJS Ke!lehatan (Jaminan Keaehatan Kelapa Desa dan Pera.nglalt Desa) 

Kepela Desa I % x Upah Minim.um Kabupe.ten Orang/Bulan 

Sekdes I % x Upah Minim.um Kabupaten ADD Orang/Bulan PerBulan 

Kaur /Kata/ 1 % x Upah Mirumum Kabupaten Orang/Bulan 
Kadun ~ 
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Booonrlllm Pemepnc Ke:ma-a Penp1olaaD Ke11ADp11 Desa (PKPKDJ 

Ditetapkan 
Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta Orang/Bulan 600.000 dengan SK 

Kepala Desa clan 

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d besaran 

Rp. 250Juta 
Orang/Bulan 850.000 honorarium 

Pemegang 
Kekuasaan 

bero.al!arkan 

Pengelolaan 
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d 

DD/PAD Orang/Bulan 1.000.000 
total pegu 

Keuangan Desa 
Rp. 500juta anggaran yang 

(Kepala Desa) 
dikelola selama 

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Orang/Bulan 1.200.000 satu tahun 
Rp. 1 Millar anggaran 

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Millar s.d 2.5 
Orang/Bulan 1.360.000 

Millar 

Booonrlllm hlaba- Peap]olaaaa Ke1IAllpll Desa (PPKDI 

Ditet.apkan 
Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta Orang/Bulan 350.000 denganSK 

Kepala Desa dan 

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d besaran 

Rp. 250Juta 
Orang/Bulan 410.000 honorarium 

berdMaTkan 

Koordinator PPKD Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d DD/PAD Orang/Bulan 
total pagu 

(Sekretaris Desa) Rp. 500juta 
500.000 anggaran yang 

dikelola selama 
Nilai pa.gu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Orang/Bulan 560.000 

satu tahun 
Rp. 1 Millar anggaran 

- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Millar s.d 2.5 Orang/Bulan 654.000 
Millar 

Besaran 
Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta Orang/Bulan 300.000 honorarium 

untuk~sana 

Nilai pa.gu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Orang/Bulan 350.000 
Kegiatan 

Pelaksana Rp. 250Juta disesuaikan 

Kegiat.a.n dengan lama 

Anggaran(Kepala Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d DD/PAD Orang/Bulan 400.000 
pelaksanaan 

Seksi/Kepala Rp. 500 jut.a kegiatan dan 

Urusan selain total pagu 

Kaur Keuangan) Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Orang/Bulan 450.000 anggaran 
Rp. 1 Millar kegiat.a.n yang 

dikelola oleh 
Nilai pegu dana di atas Rp. 1 Millar s.d 2.5 Orang/Bulan 500.000 masing-masing 
Millar Kasi/Kaur 

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Jut.a s/d 
Besaran 

Rp. 250Juta 
Orang/Bulan 390.000 honorarium 

berdasarkan 

Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Orang/Bulan 425.000 
total pegu 

Bendabara Desa Rp. 500juta a.nggaran yang 

(Kepala Urusan DD/PAD dikelola selama 

.Keuangan) Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Orang/Bulan 525.000 
satu tahun 

Rp. 1 Millar anggaran 

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Millar s.d 2.5 Orang/Bulan 600.000 
Millar 

Juran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Keselamatan Kerja/JK.K dan Jaminan Kematian/JKM) 

Kepala Desa 0.54% x Penghasilan Tetap Orang/Bulan 

Sekdes 0.54% x Pengbasilan Tetap ADD Orang/Bulan Per Bulan 

Kaur/Kasi/ 
Kadun 

0.54% x Pengbasilan Tetap Orang/Bulan 

luran BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan Kelapa Desa dan Perangkat Desai 

Kepala Desa 1 % x Upab Minimum Kabupaten Orang/Bulan 

Sekdes 1 % x Upab Minimum Kabupaten ADD Orang/Bulan PerBulan 

Kaur/KaJU/ l % x Upah Minimum Kabupaten Orang/Bulan 
Kadun ., 
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Biaya Jasa Konau.ltan Kegiatan Konstruka, (Ndak Sederhana dan Resiko Tinggi) 

Perencanaan Paling banyak 2,5% dari nilai pagu kegiatan Orang/Kegiat.an 

DD 

Pengawaaan Paling banyak 1% dari nilai pagu kegiatan Orang/Kegiatan 

Honorarium Naraaumber/Pengnjar Sosialiaaai, Pelatihan, Penyuluhan dan Bimbingan Teknia, dll 

Diutamakan 
Pejabat Eselon I Orang/ Jam 1.000.000 memiliki 

sertifikat pelatih 

Orang/ Jam 800.000 
(J'o11/(Mo1j 

PeJabat Eselon 11 dan/atau 
Honorarium pejabat 
Naraaumber 

Orang/ Jam 700.000 struktural aeauai 
dalaJnrangka Pejabat Eselon Ill dengan bidang 

Seminar/Soeialiaa tugasnya 
si/Rapat 

Pejabat Eaelon IV ke bawah Orang/ Jam 550.000 
koordinasi/ 
Pelatthan/ 

Bimtek/ Publik Pakar / Praktisi/ Akadem,ai/ 1.egialatif/Yudikatif Orang/ Jam 800.000 
Hearing/Mua)'tl\\' 

arah Deaa, dll 
Moderator Orang/Kali 250.000 

Pembawa Acara Orang/Kali 200.000 

Uang Salrn Peaerta Pelatihan Orang/Harl 100.000 - Honorarium/lnsenuf Kader dan Kelembag;aan Desa 

Beaaran 
RT/RW ADD/PBH Orang/Bulan 250.000 honorarium 

/inaentif 

Ketua J<arang Taruna ADD/DD/PBH Orang/Bulan 150.000 
d.iaesuaikan 

dengan 
kemampuan 

Ketua PKK ADD/DD/PBH Orang/Bulan 150.000 keuangan deaa 
dan aetinggi-

tmgginya 
Ketua LPM ADD/DD/PBH Orang/Bulan 150.000 aebagaimana 

yang tercantum 

Kader Poaya.ndu/Poabindu/Lansia ADD/DD/PBH Orang/Bulan 
pada kolom 

125.000 disaroping serta 
ditetapkan 

Kader Tekn,a Deaa (KTD) 
melalui 

ADD/DD/PBH Orang/Bulan 250.000 Keputuaan 
Kcpala Deaa 

Kader PMD/KPM ADD/DD/PBH Orang/Bulan 150.000 

Guru Ngaji/TPQ ADD/DD/PBH Orang/Bulan 150.000 

- Kader/Guru PAUD ADD/DD/PBH Orang/Bulan 150.000 

Petu(IUI Linmaa Desa ADD/PBH Orang/Bu.Ian 150000 

Ketua Lembaga Adat Oesa ADD/DD/PBH Orang/Bulan 150.000 

Kader Poayant.ek Desa ADD/DD/PBH Orang/Bulan 150.000 

Satga.1 Perlindungan Perempuan 
ADD/DD/PBH Orang/Bulan 100.000 dan Anak Desa 

Petugaa Bencana Desa ADD/DD/PBH Orang/Bulan 100000 

Operator Siakeude• Desa ADD/DD/PBH Orang/Bulan 350.000 

Operator Sipadea Deaa ADD/DD/PBH Orang/Bulan 300.000 , 
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ADD/DD/PBH Orang/ Bulan 150.000 Petupa Pengelola PeTPuatakaan 

ADD/PBH Orang/Bulan 150.000 Petugaa Penjap Kantor Deaa 

tnaentif Perangkat Keagamaan/Syara' 

AOD/PBH Orang/Bulan 350 000 Imam 

Dibayarkan 
ADD/PBH Orang/Bulan 200.000 untuk perangkat Khatib 

keapmaan pada 

150.000 
mesjid yang 

ADD/PBH Orang/Bulan ditetapkan Bilal 
melalui SK Kadee 

Orang/Bulan 150.000 sebag,ai mesJ1d ADD/PBH Deea Ghanm 

ADD/PBH Orang/Bulan 150.000 Rubiah 

Perjalanan Dina• 

. kal Pe ·a1anan Dinas Luar Daerah Oalam Provina1 Batuan Tertmggi Transport Lo IJ 

Transport lokaJ 
50000 di buktiknn Dari Ujung Karang ke Kot.a Bengkulu 

dengan buktl 

60.000 
yangaah 

Dari Ujung Karang k11 Seluma - Dari Ujung Karang ke Bengkulu Selatan 120.000 

Dari Ujung Karang ke Kaur 180.000 

Dari UJung Karang Bengkulu Utara 
80.000 

Dari Ujung Karang ke Muko-Muko 
200.000 

Dari Ujung Karang ke Kepahiang 
60.000 

Dari Ujung K&nlflg ke Rejang lebong 
80.000 

Dari Ujung Karang ke Lebong 
100.000 

Uang Harian Perjalanan Dinaa DaJam Daerah (Kabupaten) 

Kepala Deaa/KetWl BPD Per Hari 115.000 .t 05 • 15 Km - Perangkat Deaa/Wakil Ketua BPD a/d Anggota BPD, Staf BPD, 
Per Harl 100.000 Pengurua BUMDeaa dan Ketua PKK Deaa 

Kepala Oeaa/Ketua BPD Per Hari 135000 > l5 - 25Km 
Perru1gkat Deaa/Wakil Ketua BPO a/d Anggota BPO, Sta! BPO, 

Per Han 125.000 Pengurua BUMDeaa dan Ketua PKK Oeaa 

Kepala Detm/Ketua BPD Per Hari 165.000 >25Km 
Perangkat Oeaa/Wakil Ketua BPD a/d Anggota BPD, Staf BPD, 

Per Hari 150.000 Pengurus BUMDeaa dan Ketua PKK Deaa 

Uang Harian Perjalanan Dina• Luar Oat'rah Dalam Provins, 

Kepala Deaa/Ketua BPO 170.000 ke Kota Bengkulu/Kab. Kepahyang 
Per Hari l,._raulliW,1 Ot'sa/W~kil Kr111e Bl'll a/d Anggot.u 

150.000 Hl'O, s, .. r BPD, l'engums BlfMl)t'S,l dnn Kctuu ''"" 
A 1 



r------ -------------------------- ---

ke Kab. Bengkulu Utara/Kab. Setuma Kepala Desa / Kctua BPl> 250.000 

Per Hari 

/Kab. Rejang Lebong Pcn.wg)oll Dcsa/Wa.kil KCIU8 RPO •/d AJl.AAotn 220.000 
BPT>, swr BPD, PcngutUb 8UM!x"11 dnn Kelllil PKK 

ke Kab. Lebong/Kab. Muko-Muko K~pala lksa/ Krtua BPl> 350.000 

Per Harl 

/Kab. Bcngkulu Selatan/Kab. Kaur r,..rangkal Desa/Wokil Ketua Bl'D s/d Anggota 320.000 
BPD, StafBPO, l>,,ugum• BllMT>esa dan Ket11a PKK 

Uang Harian Perjalanan Dina.a Luar Daerah Luar Provins, 

Kepala Desa/Ketua BPD 350.000 Per Hari 

Perangkat Desa/Wakil Ketua BPO, Sekretane BPO, Ketua Bidang BPD, Anggota 
320.000 Per Harl BPD dan Staf BPD/Pengurus BUMDeaa/Ketua PKK Desa 

Makan Mmum Rapat 

Makan Orang/Kali 30.000 

Eattmaei Nilai Tertmggi 

Kudapan (snack) Orang/Kali 15.000 

- / BUPATI BENGKULU TENGAH,(.,,-' 
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